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Pembentukan

Produk

Hukum

Daerah

1.Dengan adanya otonomi, daerah diberikan

kewenangan untuk mengatur (regelendaad).

2. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam

bentuk kewenangan untuk membentuk

Peraturan Daerah (Pasal 18 ayat (6) UUD NRI

Tahun 1945 & Ps. 236 UU No. 23/2014).

3. Peraturan Daerah dibentuk untuk

melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.



Pengaturan

Sanksi

Pidana dalam

Peraturan

Daerah

Pasal 15 ayat
(2) UU 12/2011

•Pidana kurungan
paling lama 6 
(enam) bulan atau
pidana denda
paling banyak
Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta
rupiah)

Pasal 238 UU 
23/2014

•Pidana kurungan
paling lama 6 
(enam) bulan atau
pidana denda
paling banyak
Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta
rupiah)

Pasal 5 ayat (2) 
Permendagri

80/2015

•Pidana kurungan
paling lama 6 
(enam) bulan atau
pidana denda
paling banyak
Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta
rupiah)



Pembaruan

Pengaturan

Sanksi

Pidana dalam

Peraturan

Daerah

Pasal 615 UU 1/2023

Pidana kurungan kurang dari 6 (enam)
Bulan diganti dengan pidana denda
paling banyak kategori I.

Pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau
lebih diganti dengan pidana denda
paling banyak kategori II.

Dalam hal pidana denda yang
diancamkan secara alternatif dengan
pidana kurungan melebihi kategori II,
tetap berlaku ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan
tersebut.

Pasal IV, Pasal V, dan 
Pasal VI UU 1/2026

Pidana Tunggal Kurungan kurang dari
6 bulan diubah menjadi denda paling
banyak kategori I.

Pidana Tunggal Kurungan 6 bulan atau
lebih diubah menjadi denda paling
banyak kategori II.

Pidana Tunggal Denda kurang dari
kategori II tetap berlaku.

Pidana Tunggal Denda lebih dari
kategori II diubah menjadi paling
banyak kategori III.

Pidana kurungan dihapuskan

Perda hanya dapat memuat pidana
denda paling banyak kategori III.



Besaran

Pidana

Denda dalam

Pasal 79 ayat

(1) UU No. 1

Tahun 2023

• Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Kategori I

• Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Kategori II

• Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Kategori III

• Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Kategori IV

• Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Kategori V

• Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Kategori VI

• Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danKategori VII

• Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Kategori VIII



Contoh Perda Kabupaten Gresik yang Perlu Diubah

Peraturan Daerah Ketentuan Pidana dalam Perda Rekomendasi Ketentuan Pidana 
Baru

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Air Limbah dan
Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 33
“Barang siapa yang melanggar
ketentuan Pasal 26 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).”

Pasal 33
“Barang siapa yang melanggar
ketentuan Pasal 26 diancam dengan
pidana denda paling banyak kategori
III.”

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki
Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Pasal 36
“Setiap orang yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).”

Pasal 36
“Setiap orang yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana denda paling banyak
kategori III.”



Hasil Kajian Evaluasi Perda Kabupaten Gresik

No. Judul Keterangan

1 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan
Pelacuran Dan Perbuatan Cabul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2004

Diubah

2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan
Peredaran Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2004

Diubah

3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih
Kerja Bagi Perusahaan di kabupaten Gresik

Diubah

4 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Penempatan
dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Diubah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Akta Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun
2004

Diubah



Hasil Kajian Evaluasi Perda Kabupaten Gresik

No. Judul Keterangan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017

Diubah

7 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2011 tentang Bangunan
Gedung

Diubah

8 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahterahan Sosial

Diubah

9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum

Diubah

10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan Daerah

Diubah

11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air
Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air

Diubah



Hasil Kajian Evaluasi Perda Kabupaten Gresik

No. Judul Keterangan

12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Diubah

13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Perpustakaan

Diubah

14 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok

Diubah

15 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Diubah

16 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik

Diubah

17 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan
Tanah yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Diubah



Hasil Kajian Evaluasi Perda Kabupaten Gresik

No. Judul Keterangan

18 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Diubah

19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Utilitas

Diubah

20 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Diubah

21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Diubah

22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

Diubah

23 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Masih Sesuai



TERIMAKASIH


